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BUPATI KOTABARU

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR '*} TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAYANAN DAERAH PUSKESMAS SERONGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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BUPATI KOTABARU,

bahwa pusat kesehatan masyarakat sebagai ujung
tombak pelayanan kesehatan dasar kepada
masyarakat memiliki peran yang sangat strategis
dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan
masyarakat, sehingga Puskesmas harus
memberikan pelayanan yang bermutu;

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 43
ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah,
perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal
untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan,
pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas
layanan yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis
Dinas yang menerapkan Pola Badan Layanan
Umum Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar
Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah
Unit Pelayanan Daerah Puskesmas Serongga;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6858);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5061) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6858);

Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111
Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 255);



8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018
tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 19);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1213);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
tentang Pusat Kesechatan Masyarakat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Dearah Kabupaten Kotabaru
Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor
21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Dearah Kabupaten
Kotabaru tahun 2022 Nomor 20);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11
Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun
2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kotabaru Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN
UMUM  DAERAH UNIT PELAYANAN DAERAH
PUSKESMAS SERONGGA

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.

4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan
DPRD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Daerah.

5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kotabaru.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas
Kesehatan Kabupaten Kotabaru.

Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas
adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah sistem yang diterapkan oleh Puskesmas dalam rangka
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai
fleksibilitas dalam pola pengelolaan sebagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Serongga yang
selanjutnya disebut UPTD Puskesmas Serongga adalah Unit
Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Serongga.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah
ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang
merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh
setiap warga negara secara minimal.

Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan
pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan
Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan
Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa
dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh
setiap individu agar dapat hidup secara layak.

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka
penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak
diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.

Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas
barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara
minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar
hidup secara layak.

Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM
adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan
kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah
kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.

Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP
adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan
kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan pencegahan,
penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit
dan memulihkan kesehatan perorangan.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur

pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk
keluaran atau hasil.

Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang
dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata
cara pemenuhan standar.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah menjamin
ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan,
kemudahandan kualitas layanan umum yang diberikan oleh
Puskesmas yang menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

a. guna menjamin hak warga dan masyarakat untuk menerima
setiap jenis layanan yang disediakan BLUD UPT Puskesmas
dengan mutu tertentu yang dilakukan masing-masing Unit
Pelayanan; dan

b. memberikan kepastian hukum bagi BLUD UPTD Puskesmas
Serongga dalam memberikan pelayanan kepada warga dan
masyarakat.

BAB III
PRINSIP STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 3

(1) BLUD UPTD Puskesmas Serongga dikelola berdasarkan Standar
Pelayanan Minimal yang di dalamnya memuat :
a. jenis pelayanan;
b. indikator dan standar pelayanan;
c. target dan waktu pencapaian Standar Pelayanan Minimal; dan
d. pelaporan, pembinaan dan pengawasan
(2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat dengan menganut prinsip:
a. transparansi;
b. akuntabilitas;
c. responsibilitas; dan
d. independensi.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Dokumen Standar Pelayanan Minimal BLUD UPT Puskesmas
Serongga dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB I STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BAB 111 RENCANA PENCAMPAIAN SPM

BAB IV PERAN PUSAT, PROVINSI DAN KABUPATEN

BAB V

PENUTUP



Pasal 5

Kepala BLUD UPT Puskesmas Serongga menyusun dan melaksanakan
Standar Pelayanan Minimal BLUD UPT Puskesmas dalam rangka
pelaksanaan pelayanaan Puskesmas dengan pola BLUD.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Kepala BLUD UPT Puskesmas Serongga melakukan pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal BLUD UPT
Puskesmas Serongga.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :

a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Standar
Pelayanan Minimal BLUD UPT Puskesmas Serongga;

b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar
Pelayanan Minimal BLUD UPT Puskesmas Serongga; dan

c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal
BLUD UPT Puskesmas Serongga.

(3) Kepala BLUD UPT Puskesmas Serongga menyampaikan laporan hasil
pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepada Bupati melalui Kepala Dinas Keschatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
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Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 1& (ept 2024

SEK ARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2024 NOMOR “+{



